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Abstrak

Perubahan pelaksanaan tuntutan hukum, sangat dipengaruhi oleh
pertimbangan mashlahat dan mafsadat yang akan ditimbulkan pada saat tuntutan
hukum tersebut dilakukan oleh subjek hukum (mukallaf). Kemafsadatan yang
dialami mukallaf baik pada tingkat haji (al-masaqgah) atau pun pada tingkat dhariri
merupakan faktor yang menentukan perubahan tuntutan pelaksanaan hukum.
Pelaksanaan ibadah ketika terjadi wabah virus covid-19 (shalat berjamaah, jumatan,
tarawih, ‘ied, umrah dan hajji) adalah topik yang hangat dan tidak jarang menuai
perdebatan. tulisan ini akan mencoba mengurai masalah tersebut dengan
menggunakan pendekatan konsep ‘azimah, rukhsah dan raf’u taklif dalam ushul figh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) bagaimana konsep
‘azimah, rukhsah dan raf’u taklif dalam ushul figh; dan 2) bagaimana aplikasi
konsep ‘azimah, rukhsah dan raf’u taklif dalam ushul figh terhadap pelaksanaan
ibadah (shalat berjamaah di masjid, jumatan, tarawih, ‘ied, umrah dan hajji) ketika
terjadi wabah virus covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), metode yang
digunakan adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normative.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) ‘azimah adalah pelaksanaan tuntutan
hukum yang dilakukan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan pokok dan secara
keseluruhan menunculkan kemashlahatan bagi mukallaf,  rukhshah  adalah
pelaksanaan tuntutan hukum dengan cara mengurangi dari ketentuan pokok karena
bila dilakukan secara sempurna mukallaf akan mengalami kerusakan pada tingkat
haji (al-masaqgah), dan raf’u taklif adalah bebasnya mukallaf dari tuntutan dan
saknsi hukum dikarenakan pelaksanaan tuntutan hukum akan menimbulkan
kerusakan bagi mukallaf pada tingkat dharuri/dharirat. 2) pelaksanaan tuntutan
ibadah ketika terjadi wabah Covid-19 dapat dikategorikan kedalam dua kategori: a)
pelaksanaan shalat berjamaah di masjid menjadi di rumah, jumatan menjadi shalat
dzuhur di rumah, shalat tarawih dan ‘ied di rumah adalah bentuk perubahan
pelaksanaan tuntutan hukum dari ‘azimah ke rukhshah; b) tuntutan hukum untuk
menunaikan ibadah umrah dan hajji menjadi gugur ketika terjadi wabah Covid-19,
dengan demikian apabila seorang mukallaf sudah istitha’ah untuk melaksanakan
ibadah umrah/hajji tapi ternyata pelaksanaanya bersamaan dengan terjadinya wabah,
maka baginya gugur kewajiban umrah/hajji dan bila ia meninggal sebelum datang
musim berikutnya ahli waris tidak wajib melaksanakanya.

Pernyataan umum sebagai kesimpulan penelitian ini adalah bahwa keutamaan
dalam pelaksanaan ibadah sangat tergantung kepada sejauh mana kemanfaatan dan
kemafsadatan yang dimunculkannya. Bila terjadi perbedaan pendapat maka putusan
pemerintah menjadi solusinya.

Kata Kunci: "Azimah, Rukhsah dan Raf’u taklif.



1. Pendahuluan

Hukum Islam dengan segala seluk-beluknya pada prinsipnya disyariatkan
untuk kemaslahatan umum, baik dengan jalan mengambil kemanfaatan maupun
dalam bentuk menolak kemadaratan. Oleh karena itu, di dalam menetapkan
hukum Islam Allah senantiasa memperhatikan kemudahan dan menjauhkan
kesulitan, artinya hukum Islam sejalan dengan fitrah kemanusiaan.

Islam menjunjung tinggi fitrah kemanusiaan dengan memelihara serta
memperhatikan manusia dalam keadaan biasa dan dalam keadaan tertentu, ini
berarti bahwa dalam keadaan tertentu Allah tidak memaksa manusia untuk tetap
berpegang pada hukum yang bersifat umum (“azimah), akan tetapi Allah
membolehkan mengambil hukum pengecualian dengan tujuan untuk memberikan
keringanan kepada manusia yang disebut dengan rukhshah.

Hukum Islam yang bersifat umum, artinya bahwa hukum Islam pada
mulanya di syariatkan untuk semua mukallaf tanpa memperhatikan keadaan
manusia dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu didalam pelaksanaanya,
sebagian orang merasa berat untuk melaksanakan hukum yang bersifat umum
tersebut (“azimah), untuk itu diadakan suatu pengecualian hukum untuk orang-
orang tertentu yang mempunyai alasan untuk mengambil hukum keringanan
(rukhshabh).

Rukhshah adalah perpindahan seorang mukallaf dari melakukan tuntutan
hukum yang bersifat umum (“azimah) dalam keadaan masagqgah dengan cara
mengambil sejumlah keringan dalam melakukan tuntutan-tuntutan hukum
tersebut. Bahkan pada saat mukallaf berada dalam kondisi dhartrat, mukallaf
terlepas dari tuntutan hukum secara keseluruhan (raf’u taklif). Dalam kondisi ini
mukallaf boleh mengerjakan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu
yang diperintahkan.

Mengenai menggunakan hukum rukhshah bagi orang yang telah
memenuhi syarat untuk itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan rukhshah itu tergantung
kepada bentuk uzur yang menyebabkan adanya keringanan itu. Dengan demikian
hukum menggunakan rukhshah dapat menjadi wajib seperti memakan bangkai

bagi yang tidak mendapatkan makanan yang halal, sedangkan ia khawatir



seandainya tidak menggunakan rukhshah akan mencelakakan dirinya.

Zhahiriyah, Ab( Ydasuf, Abl Ishak al-Syayrazi dari golongan Syéafi‘iyyah dan

satu pendapat dari golongan Hanabilah, dan satu riwayat dari Ab( Yasuf dan

Imam al-Syathibi berpendapat, bahwa hukum rukhshah adalah boleh secara

mutlak, karena rukhshah itu hanyalah keringan atau mengangkat kesulitan

sehingga mukallaf mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan
hukum ‘azimah dan mengambil hukum rukhshah dalam keadaan terpaksa atau
dlardrah.

Tulisan ini akan mencoba membedakan antara keringanan dalam
melaksanakan tuntutan hukum yang disebabkan karena masyaqgah dengan yang
disebabkan karena dlardrah kemudian konsep tersebut akan digunakan untuk
menganalisis pelaksanaan tuntutan ibadah ketika terjadinya wabah cov id-19.

Di Fakultas Syari’ah dan Hukum kaidah-kaidah yang berkaitan dengan
proses penggalian hukum/gawaid al-istinbathy dibahas melalui sajian mata
kuliah gawaid ushuliyyah sedangkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan
penerapan hukum/qawaid tathbiqy dibahas melalui sajian mata kuliah gawaid al-
fighiyyah.

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah
melakukan kajian pustaka terhadap tulisan tulisan yang memiliki tema yang sama
dan memunculkan kekhasan tulisan ini dibandingkan dengan tulisan tulisan yang
sudah ada sebelumnya.

Diantara tulisan tulisan yang dikaji adalah sebagai berikut:

a. Tulisan karya Zulbaidah dosen fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Gunung Djati Bandung dengan judul: Relevansi DlarGrah dengan Rukhshah
dalam Penetapan Hukum Syara ‘(Asy-Syari’ah, Vol. 2 No. 1, Edisi: Agustus-
Desember 2015). Dalam tulisannya Zulbaidah menyebutkan bahwa kondisi
dlarGrah adalah penyebab wajibnya mengambil rukhshah dalam pelaksanaan
hukum syara’.

b. Tulisan karya Ahmad Damiri dosen fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Gunung Djati Bandung dengan judul: Kaidah Hukum yang Berkaitan dengan
Rukhsah dan Azimah (Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014). Dalam



tulisannya Ahmad Damiri menyebutkan bahwa udzur adalah menyebab
seorang mukallaf boleh berpidah dari hukum ‘azimah ke ruhkshah.

c. Tulisan karya Sulastri Caniago, STAIN Batusangkar, dengan judul Azimah
dan Rukhshah Suatu Kajian dalam Hukum Islam (Juris Volume 13, Nomor 2
Edisi Desember 2014). Dalam tulisannya Sulastri Caniago menyebutkan
bahwa adanya rukhshah dalam Hukum Islam adalah bentuk flesibilitas
Hukum Islam.

Untuk mempermudah mengetahui orsinilitas tulisan ini maka dapat dilihat

melalui skema berikut:

No Penulis Judul Temuan Ket
1. Zulbaidah Relevansi Dlardrah | kondisi dlarGrah
dengan Rukhshah adalah penyebab
dalam Penetapan wajibnya
Hukum Syara* mengambil
rukhshah dalam
pelaksanaan
hukum syara’
2. | Ahmad Damiri | Kaidah Hukum yang udzur adalah
Berkaitan dengan menyebab
Rukhsah dan seorang mukallaf
‘Azimah boleh berpidah
dari hokum
‘aziimah ke
ruhkshah
3. | Sulastri Caniago ‘Azimah dan rukhshah dalam
Rukhshah Suatu Hukum Islam
Kajian dalam Hukum | adalah bentuk
Islam flesibilitas
Hukum Islam
4. | Yayan Khaerul Azimah, Rukhshah | Penyebab adanya | Orsinil
Anwar, dan Raf'u Taklif rukhshsah adalah




Zulbaedah, dalam Pelaksanaan masaqqat
Dadang Tuntutan Hukum sedangkan Raf’u
Syarifudin dan Ibadah Ketika Taklif adalah
Moh. Mahbub Terjadi Wabah Dlarurat
Virus covid-19 kemudian di
aplikasikan
terhadap tuntutan
pelaksanaan
ibadah ketika
terjadi wabah
Covid-19
2. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), metode
yang digunakan adalah literature review, dengan pendekatan normative. Konsep
konsep yang dihasilkan kemudian diterapkan terhadap masalah-masalah yang

diteliti dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian dan Pembahasan tentang Azimah, Rukhshah dan Raf'u
Taklif dalam Pelaksanaan Tuntutan Hukum Ibadah Ketika Terjadi Wabah
Virus covid-19
3.1 Taklif Syar’i (Tuntutan Hukum)

Taklif sebagai yang didefinisikan oleh al-Zanjani adalah sebagai berikut:

4S5 o) alad B gl didueg AAS ad L fof Ol avg G 4Y 4 Sl gl Jadll Al
Nos SladlS (A5 a9

“Tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau menghindarinya. Sebab

dalam pembicaraan, taklif mengandung beban dan kesulitan dalam pelaksanaan
atau pengabaiannya. Seperti perkataan “Aku bebankan kepadamu beban yang

berat”.

! Lihat: Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushal, him. 127.



Dengan pengertian seperti itu, maka taklif secara sederhana adalah
tuntutan dari Syari yang harus dilaksanakan oleh subjek hukum. Dalam
mengkonsepsikan “taklif” tersebut, ulama madzhab Hanafi membedakannya ke
dalam dua macam. Pertama, apa yang wajib dilaksanakan atau ditinggalkan; dan
kedua, apa yang wajib dalam tanggungan.? Menurut madzhab Hanafi, apa yang
wajib karena khitab merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh mukallaf
dengan syarat memiliki akal dan pemahaman terhadap khitab Allah. Adapun
yang kedua, apa yang wajib karena sebab merupakan kewajiban yang harus
dilakukan meskipun mukallaf tidak memiliki akal dan pemahaman.

Dalam beberapa kasus, ulama Hanafiyyah memberikan contoh bahwa
tanggungan menghasilkan hukum wajib — bukan wujdb al-ada’ sebagai sesuatu
yang wajib karena khitab — seperti ketika anak kecil merusak harta benda
seseorang. Tanggungannya berupa nilai/harga harta benda yang dirusak. Pelaksa-
naan di sini tidaklah wajib (bagi anak kecil tersebut) akan tetapi wajib bagi
walinya. Contoh lain adalah tidur dan ayan yang menghabiskan bulan Ramadan.
Keduanya tidak mencegah atau menggugurkan kewajiban puasa meskipun secara
ijma’ mereka tidak mendapat khitab. Kemudian kewajiban shalat tetap ada bagi
orang tidur yang berada dalam waktu shalat meskipun khitab terlepas darinya.
Kewajiban zakat, sepersepuluh, dan zakat fitrah tetap berlaku bagi anak kecil
meskipun ia tidak dikhitab. Pembayaran adalah wajib bagi tanggungan pembeli,
pelunasan utang adalah wajib bagi orang yang berutang, akan tetapi
pelaksanaannya wajib dilakukan jika sudah terjadi muthalabah (tuntutan).

Dari semua itu, kemudian diinduksi oleh ulama Hanafiyyah bahwa
kewajiban itu disandarkan pada sebab-sebab syar’iyyah tanpa adanya khitab.
Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa jika kewajiban telah ditetapkan
dengan adanya sebab, maka untuk pelaksanaannya adalah setelah berlakunya
khitab dan perintah. Ulama Hanéafiyyah berbeda dengan jumhur sehingga
berpengaruh pada pendapat-pendapat mereka dalam masalah far iyyah.

Menurut jumhur, orang gila jika sembuh di pertengahan bulan Ramadan,
maka ia tidak harus melaksanakan gadia’ untuk hari-hari sebelumnya di saat ia

21bid., him. 127



gila. Bahkan menurut jumhur, apabila ia sadar di pertengahan siang hari, maka ia
tidak wajib melakukan gadla’ untuk hari tersebut, sebab kewajiban itu ada
dengan adanya khitab dan bagi orang gila khitab tidak ada. 3

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah,* wajib melakukan gadla’ karena
kewajiban disebabkan adanya sebab. Sebab kewajiban gadla’ tersebut adalah
bulan Ramadan, sebagai dinyatakan al-Quran surat al-Bagarah, 2: 185. Seruan
untuk melaksanakan puasa tersebut menunjukkan untuk berpuasa di hari tersebut
yakni pada bulan Ramadan. Bagi Hanafiyyah, kaitan hukum dengan sesuatu
secara Syara’ menjadi petunjuk bahwa sesuatu tersebut adalah sebabnya
(hukum). Selain orang gila, menurut jumhur, orang yang sakit, musafir dan
wanita yang haid tidak wajib dalam hak mereka berpuasa ketika terjadi uzur
tersebut. sebab kewajiban ada dengan adanya khitab dan khitab bagi mereka
tidak ada. Sedangkan menurut Hanéafiyyah adalah wajib karena sebab untuk
berpuasa ada. Mereka berdalil dengan wajibnya gadla’ ketika uzur-uzur tersebut

hilang.

3.2 Subjek Hukum dalam Hak Allah dan Hak Hamba

Dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, manusia memiliki tingkatan-
tingkatan dalam kecakapan hukum (ahliyah). Dikarenakan pertumbuhan dan
perkembangan manusia yang berproses secara bertahap, baik fisik maupun psikis,
maka berbeda pulalah ahliyah yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu.

Dalam ushul Fikih, ahliyah terbagi ke dalam ahliyatul wujib dan ahliyaru/ ada’.

3.2.1 Ahliyah al-Wujab

Ahliyah al-wujdb adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak atau
kewajiban yang telah ditetapkan oleh Syara’.® Kecakapan ini belum efektif
sampai adanya beban tanggungan yang sah. Ahliyatul wujlb melekat pada diri
manusia, semenjak masih janin dalam kandungan tidak memiliki beban yang sah

karena masih satu bagian dari ibunya. Akan tetapi jika memperhitungkan keber-

3 Lihat: Al-Majmu’ Juz 6 him. 277.
4 Lihat: Al-Hidayah, 2, dan Fath al-Qadir, 90.
SLihat: Kasyf Asrar, Juz 4, hal 137, al-Tawdih, Juz 2, him. 161.



adaannya sebagai manusia dan kehidupannya ia memiliki kecakapan dalam
menerima hak waris, pembebasan, nasab, wasiat dan wakaf.® Kecakapan hukum
janin manusia untuk memperoleh hak, tetapi belum memiliki kemampuan melak-
sanakan kewajiban disebut ahliyah al-wujib al-nagisah. Setelah janin terlahir
dan hidup sampai meninggal dunia, kecakapan hukumnya menjadi sempurna,
ahliyat al-wujdb al-kamilah. Ketika sudah sempurna, kecakapan hukumnya tidak
hanya untuk memperoleh hak, tetapi juga kecakapan untuk melaksanakan
kewajiban.

Ahliyah al-wujlb ini tidak lepas kaitannya dengan hak Allah dan hak
hamba. Hak hamba yang berkaitan dengan masalah utang atau ganti rugi dan
masalah pembiayaan seperti nafkah bagi istri, maka mereka yang memiliki
ahliyatul al-wujdb kamilah harus melaksanakan kewajibannya. Bahkan anak
kecil dan orang gila sekalipun harus melaksanakan kewajibannya dengan cara
dilaksanakan oleh walinya.” Sedangkan dalam hak hamba yang berkaitan dengan
masalah sanksi dan denda, maka tak ada kewajiban seperti membayar diyat dan
gisas.®

Ahliyah al-wujlb dalam hak Allah yang berkaitan dengan ibadah mahdlah
dan ugdbah mahdlah, maka anak kecil yang belum tamyiz tidak wajib
melaksanakan kewajiban seperti iman, shalat, dan had. Sedangkan dalam hak
Allah yang berkaitan dengan pembiayaan asal seperti 10 % dan pajak, maka
hukumnya adalah wajib dilaksanakan dan dibayarkan oleh walinya. Dalam hak
Allah yang berkaitan dengan ibadah yang bersifat pembiayaan seperti zakat
fitrah, Menurut al-Syaybaani tidak wajib karena lebih cenderung bermakna
ibadah sedangkan Ab( Hanifah dan Ab( Ydsuf mewajibkan karena cenderung

bermakna pembiayaan. °

® Lihat: Ushdl Al-Sarakhsi, Juz 2, him. 333, Kasyf Asrar, juz 4, him. 237, Taysir al-Tahrir,
Juz 2, him. 250.

7 Lihat: Al-Tawdhih, Juz 2, him. 163 dan Taysir al-Tahrir, Juz 2, him. 250.
8 Lihat: Ushal al-Sarakhst, Juz 2, him. 340, Kasyf al-Asrar, Juz 4, him. 248, Fawatih ar-
Rahmawut, Juz 1, him. 156, Al-Tawdhih, Juz 2, him. 164.

® Lihat: Ushal al-Sarakhsi, Juz 1, him. 336-337, Kasyf al-Asrar, Juz 4, him. 240-243, Al-
Tawdbhih, Juz 2, him. 163-164, Taysir al-Tahrir, Juz 2, him. 250.
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3.2.2 Ahliyatul Ada’

Ahliyatul ada’ adalah kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melak-
sanakan hak dan kewajibannya baik ucapan maupun perbuatan yang dianggap
sah oleh Syara’.*° Ahliyatul ada’ sebagaimana ahliyatul al-wujlb terbagi menjadi
dua: ahliyatul ada’ ndgishah dan ahliyatul ada’ kdmilah. 1

Ahliyatul ada’ ndgisah merupakan kecakapan hukum yang dimiliki oleh
anak kecil dan anak yang sudah balig tetapi kecerdasannya kurang. Dalam hak
Allah, terbagi menjadi tiga bagian: 1) hak Allah yang kebaikannya tidak
mengandung keburukan, contohnya keimanannya dianggap sah oleh Syara’ di
dunia dan akhirat; 2) hak Allah yang keburukannya tidak mengandung kebaikan,
contohnya kekafiranya hanya dianggap sah dalam hukum ukhrawi. Sedangkan
dalam hukum dunia tidak dianggap sah menurut Ab( Yasuf, sedangkan menurut
Abl Hanifah dan al-Syaybaédni dianggap sah kekafirannya karena tanggungan
bukan karena keinginan; dan 3) hak Allah yang berada di antara baik dan buruk,
contohnya shalat dan ibadah badaniyah lainnya yang pensyariatan dan nilai
kebaikannya hanya dalam waktu tertentu. Shalatnya dianggap sah dari segi
pelaksanaan dan ganjarannya, belum diwajibkan shalat. 12

Ahliyah al-ada’ naqgihsah juga berkaitan dengan hak hamba menjadi tiga
macam: (1) hak hamba yang berupa manfaat murni, seperti menerima hibah dan
zakat, dianggap sah meski tanpa adanya izin dari wali; (2) hak hamba yang
berupa mudarat murni, seperti talak, membebaskan budak dan memberikan
hibah, dianggap tidak sah meskipun mendapat izin dari walinya; dan (3) hak
hamba yang berada di antara manfaat dan mudlarat, seperti transaksi jualbeli.

Tindakan dalam hak ini dianggap sah akan tetapi disyaratkan adanya ijin dari

10 Lihat: Taysir al-Tahrir, Juz 2, him. 249.
11 Lihat: Kasyf al-Asrar, Juz 4: 248

12 Lihat: Ushdl al-Sarakhsi, Juz 2, hal 241-244, Kasyf al-Asrar, Juz 4, him. 249-252, Al-
Tawdhih, Juz 2, him. 164, Taysir al-Tahrir, Juz 2, him. 253-256, Fawatih ar-Rahmawut, Juz 1, him.
156-158.
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wali.®® Kedua, Ahliyatul ada’ kdamilah yaitu kecakapan hukum yang dimiliki

seseorang sehingga setiap perbuatan hukumnya dianggap sah secara hukum. 4

3.3 Dzimmah dalam Hak Allah dan Hak Hamba

Dalam kategorisasi hak Allah menurut mazhab Hanafi, terdapat hak Allah
yang berupa ibadah murni. Ibadah murni ini merupakan hak Allah yang di
dalamnya tidak terdapat keserupaan dengan uqdbah (sanksi) atau keserupaan
dengan malnah (pembiayaaan). Para ahli ushdl figh memberikan contoh hak
Allah yang berupa ibadah murni ini dengan iman kepada-Nya, kemudian shalat,
puasa, dan haji yang merupakan rukun Islam, dan juga termasuk di dalamnya
adalah jihad, i’tikaf dan zikir. *°

Shalat di antara kewajiban dzimmah (tanggungan) dan kewajiban ada’
(pelaksanaan). Shalat merupakan fardhu ‘ayn atas setiap orang muslim yang
sudah baligh dan berakal. Oleh karenanya, shalat hukumnya wajib dalam
tanggungan yang tidak akan gugur kecuali dengan adanya gadla’ dan ada’.
Semua ahli fikih dari mazhab manapun menetapkan bahwa shalat adalah wajib
dan tidak gugur dengan keadaan apapun baik dalam keadaan hadir, bepergian,
bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Shalat wajib bagi semua orang muslim
selama ia masih hidup.

Hanya saja, Islam memberikan kemudahan bagaimana shalat yang
hukumnya tidak kenal alasan apapun itu dengan bentuk pelakasanaannya seperti
dalam shalat khawf (shalat dalam keadaan perang) dan shalat dalam keadaan
sakit. Kedua shalat tersebut dilakukan dengan cara yang memungkinkan dan
tidak harus sama persis dengan shalat dalam keadaan normal. Shalat merupakan
taklif syar'i yang keharusannya tetap dalam tanggungan. Seseorang tidak bisa
terlepas dari tanggungan tersebut kecuali dengan adanya pelaksanaan dan gadla’.

Hal Ini diperkuat dari Ibnu Mas ud, ra.

13 Lihat: Ushil al-Sarakhsi, Juz 2, hal 246-249, Kasyf al-Asrar, Juz 4, him. 252-256, Al-
Tawdhih, Juz 2, him. 165-166, Taysir al-Tahrir, Juz 2, him. 256-258, Fawatih ar-Rahmawut, Juz 1,
him. 158-160.

14 Lihat: Al-Madkhal il al-Figh al- ‘4m, Juz 2, him. 779.
15 Lihat: Kasyf al-Asrér, Juz 4, him. 135.
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Sesunggunya orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah sehingga
melewatkan empat shalat pada hari peperangan Handag hingga petang.
Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan. Setelah itu Rasul

berdiri dan melaksanakan shalat zuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan
shalat isya’*®

Terdapat beberapa alasan yang dapat menggugurkan shalat sebagai
berikut:

a. Shalat dalam haknya anak kecil tidak tetap tanggungannya selama anak kecil
belum mencapai masa balig. Ini dikarenakan shalat merupakan ibadah fisik
yang diwajibkan karena adanya taklif dan disyaratkan adanya niat. Adapun
anak kecil yang belum balig belum termasuk ahli taklif dan niat. Sedangkan
mengenai anjuran untuk mengajari shalat bagi anak kecil pada usia tujuh
tahun dan pemukulan tanpa melukai pada usia sepuluh tahun, '’ bukan
merupakan ketetapan dalam tanggungannya. Anjuran tersebut hanya
merupakan pendidikan dan pembiasaan dalam shalat. Perihal tidak ada
tanggungan shalat bagi anak kecil ini ditegaskan oleh hadits Aisyah ra. dari
Rasulullah SAW bersabda:

Op) oy, pSe 3 pal) e Bt g U e W e L
Pk ) Jan 5>

b. Khusus untuk orang yang meninggalkan shalat secara sengaja tanpa ada uzur,
jumhur berpendapat bahwa ia berdosa dengan peninggalan tersebut dan wajib
gadla’. Sementara menurut lIbn Hazm dan Ibn Taymiyyah, orang yang
meninggalkan shalat tanpa ada uzur, tidak disyariatkan baginya untuk
melakukan qadla’ bahkan tidak sah apabila itu dilakukan. Mereka

berpendapat agar orang yang meninggalkan shalat melakukan hal-hal
kebaikan yang mudah-mudahan dapat meringankannya dari dosa peninggal

16 Lihat: Musnad ibn Abi Syaybah, juz 1 him 319; Sunan al-Turmudzi, juz 1 hlm. 300; Sunan
al-Nasai, juz 3 him. 39; dan Sunan al-Bayhagqi al-Kubra, juz 1 him. 403.

" Musnad Ahmad Juz 2, him. 182 Nomor: 6756.
18 Ljhat: al-Nasa’i dalam Sunannya no. 3432, dalam Bab Talak Juz 6, hlm. 156
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shalat. Ibn Hazm berkata, barang siapa yang sengaja meninggalkan shalat
hingga keluar waktunya, maka tidak diwajibkan untuk melakukan gadla’
selamanya. Hendaknya ia melakukan shalat-shalat tathawwu’ dan kebaikan
yang dapat meringankannya di akhirat serta melakukan istighfar dan bertobat.
19

. Khusus bagi wanita yang haid dan nifas, shalat bagi mereka gugur akan tetapi
tidak halnya dengan puasa. %

. Khusus bagi orang yang tidur dan lupa, ahli fikih sepakat bahwa wajib bagi
keduanya untuk melakukan gadla’ dan keduanya tidak berdosa dengan
adanya hadits Aisyah tadi dan hadits berikut:

2 S 13 Loy 01 LE)USS Lgse oL ol 8o o 0
2aliais LgBy =5 3= Dall o ol oy ade A Lo )
. Khusus orang gila dan orang ayan, menurut Hanéfiyyah, shalat gugur dari
mereka berdua jika gila dan ayan tersebut tetap berlanjut melampui lima
waktu shalat. Jika tidak berlanjut, maka wajib bagi mereka gadla’.?®
Sedangkan menurut Malikiyyah tidak wajib bagi keduanya gadla’ sebentar
ataupun lama. 2* Demikian pula, Syafi’iyyah juga berpendapat, tidak wajib
gadla” bagi keduanya berdasarkan giyéas setiap kehilangan akal dengan orang
gila.?® Sementara Hanabilah membedakan antara orang gila dan orang yang
ayan. Menurut mereka orang gila tidak ditaklif sehingga tidak wajib baginya
menggadla’” shalat yang telah terlewati, kecuali shalat yang ada dalam hari ia

sembuh. Sedangkan orang ayan disamakan dengan orang yang tidur sehingga
ia wajib meng-gadla nya apabila sembuh. 2

19 Lihat: Mazahib al-Arba’ah, Juz 1, him. 446

20ihat: Figh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 2, him. 131

2L Ljhat: Shahih Muslim dalam bab Masajid.

22 | bid.

2 Lihat: Al-Dur al-Mukhtar wa Rad al-Mukhtar, Juz 1, him. 330, 688
24 Lihat: Al-Syarh as-Shagir, Juz 1, him. 364.

% Lihat: Al-Muhaddzab, Juz 1, him. 50

26 |jhat: Al-Mughni, Juz 1, him. 398-401
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Sebagaimana dalam kategorisasi hak Allah yang telah dipaparkan di atas,
hak hamba pun ada hubungannya dengan dzimmah. Keterkaitan ini dikarenakan
yang memiliki dzimmah adalah hamba bukan Allah. Dzimmah merupakan salah
satu fondasi ditetapkannya ahliyatul wujib. Oleh karenanya, kewajiban hanya
dikhususkan pada manusia tidak pada mahluk lainnya yang tidak memiliki

dzimmah.?” Dzimmah didefinisikan sebagai berikut:

2 ol VIl I Ml 4y gz, OLNI (3 on92g gLl pid 208 (o

“Suatu sifat syar’’i yang ditentukan oleh Syari’ keberadaannya di dalam

diri semua manusia yang dengannya manusia memiliki kecakapan untuk
memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.”

Dengan definisi tersebut, jelas bahwa dengan adanya dzimmah yang ada
dalam setiap diri manusia akan menghasilkan ahliyatul wujdb.

Dalam fikih, dzimmah tidak hanya terkait dengan kecakapan manusia
dalam hal kepemilikan maupun kasb yakni semangat ekonomi saja, melainkan
dzimmah juga menjadi suatu sifat yang dapat menghasilkan hak-hak dan
kewajiban secara keseluruhan meskipun tidak bernilai ekonomis seperti
kewajiban salat, puasa, dan haji — telah ada penjelasannya dalam kaitan hak Allah
dengan dzimmah — atau juga kewajiban syar’i yang bernilai ekonomis seperti
zakat, zakat fitrah, sepersepuluh dan pajak. Oleh karenanya, pembahasan
dzimmah dalam fikih sangat luas sampai-sampai al-Bazdawi mengatakan bahwa
dzimmah merupakan manusia itu sendiri.?® Dzimmah ada seiring manusia
memulai kehidupan atau semenjak masih janin. Manusia yang masih berupa
janinpun tetap memiliki dzimmah yang disebut dengan dzimmah ghshirah.
Dzimmah pada janin ini menyebabkan ia dapat memperoleh waris, wasiat, dan
juga wakaf. Ketika janin tersebut hidup secara sempurna maka dzimmah pun
menjadi sempurna tahap demi tahap yang meliputi hal ibadah, muamalah, dan
hudud atau jinayah. Dzimmah tetap ada selama manusia hidup dan berkahir
ketika manusia mati. Dalam masalah berakhirnya dzimmah ini para fugaha

berbeda pendapat.

27 Lihat: Kasyf al-Asrar, Juz 4, hal 237.
28 |jhat: Mashadir al-Hag, Juz 1, hal 17
2 1bid, Juz 1, hal 17
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Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dzimmah menjadi luntur
dengan adanya kematian. Oleh karenanya jika seseorang mati meninggalkan apa
yang tidak berhubungan dengan utang-utangnya, maka dzimmah tersebut menjadi
gugur.®® Sedangkan menurut Syéafi’iyyah dan sebagian Hanabilah berpendapat
bahwa dzimmah tidak dapat gugur atau luntur disebabkan kematian. Mereka
melihat bahwa mayit terkadang memiliki dzimmah yang di dalamnya terdapat
utang-utang seperti ketika masa hidupnya mayit menjual sebuah barang
kemudian barang tersebut dikembalikan karena ada cacat dan pengembalian
tersebut setelah meninggalnya si penjual. Dalam hal ini, dzimmah masih berlaku
bagi mayit sebab berkaitan dengan alat tukar (si pembeli). 3

Mereka juga mencontohkan seseorang yang pada masa hidupnya
menggali sebuah lubang di jalan umum yang menyebabkan orang lain terperosok
sehingga barang-barang yang dibawanya rusak, terjadi setelah meninggalnya si
penggali. Hal ini menunjukkan bahwa dzimmah masih berlaku bagi mayit terkait
dengan gantirugi.®? Contoh lain adalah jika seseorang mati dengan meninggalkan
utang, akan tetapi ia tidak memiliki harta dan penanggung utangnya, maka
dibolehkan orang lain menanggung utangnya meskipun ia telah meninggal
dikarenakan ia tetap berkaitan dengan dzimmah.

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyyah dzimmah dengan adanya kematian
tidak menjadi luntur juga tidak menjadi tetap akan tetapi melemah. Dzimmah bisa
menjadi kuat kembali dengan adanya harta atau penanggung terhadap utang-utangnya.

Jika tidak terdapat harta atau penanggung, maka utang tersebut gugur dan tidak bisa

orang lain menanggung utang tersebut. 34

3.4 "Azimah dan Rukhshah dalam Hak Allah dan Hak Hamba

Hak-hak Allah yang terbagi ke dalam 3 macam, yaitu: Ibadah, Uqlbah
dan Kafarat ketiga bagian hak Allah tersebut erat kaitannya pula dengan konsep
rukhshah dan “azimah.

%0 1pid, Juz 1: him. 17
3 Ibid, Juz 1, him. 17
% Ibid, Juz 1, him. 17
3 1bid, Juz 1, him. 17
3 Ibiid, Juz 1, him. 17-18.
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1) Hak Allah mendapat rukhsah karena ada hak hamba. Seseorang yang dipaksa
untuk mengucapkan kalimat kekufuran, secara hukum asal ("azimah), mukrah
(orang yang dipaksa) harus bersabar (tidak mengucapkan kalimat kekufuran)
meskipun diancam akan dibunuh, dengan alasan kufr hukumnya haram dan
wajibnya menegakkan hak Allah dalam masalah keimanan. Akan tetapi, hak
Allah tersebut mendapat rukhsah (keringanan) dengan adanya hak hamba
(hak untuk hidup).®®

2) "Azimah lebih utama dari rukhsah. Dalam kasus puasa Ramadan yang
dilakukan dalam perjalanan, Hanafiyyah menganggap bahwa ‘azimah (tetap
berpuasa) lebih utama dari pada rukhsah (berbuka karena berada dalam per-
jalanan). Sedangkan menurut al-Syafi’1 yang berpendapat bahwa rukhsah
lebih utama daripada ‘azimah. Hanafiyyah berargumen bahwa sebab
diwajibkannya puasa ramadan adalah persaksian sempurnanya bulan dan
puasa ramadan hanya dilakukan pada bulan tertentu. Dengan tetap
melaksanakan puasa tersebut, maka orang yang berpuasa telah menunaikan
hak Allah berbeda halnya dengan melakukan rukhsah, maka ia melaksanakan
haknya sendiri. Selain itu, kemudahan juga terdapat dalam “azimah, yaitu
puasa yang dilakukan bersama-sama orang banyak lebih mudah daripada
puasa yang dilakukan sendirian di luar bulan Ramadan. Dengan demikian,
maka ‘azimah lebih utama dari rukhsah, asalkan tidak menimbulkan
kemudlaratan bagi yang berpuasa.3®

3) Bolehnya kafarat dalam kasus pelanggaran sumpah dengan memberi satu
orang miskin dalam sepuluh hari karena hak Allah. Hanafiyyah berpendapat
bahwa kafarat yang merupakan hak Allah boleh dengan cara memberi makan
satu orang miskin dalam sepuluh hari. Al-Syafi’i menolak pendapat tersebut
karena nash dengan jelas menyatakan kewajiban “memberi makan 10 orang
miskin”; bahwa jika hanya memberi satu orang miskin saja meskipun dalam
sepuluh hari maka hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan dengan analogi
bahwa satu orang saksi tidak dapat dianggap sebagai dua orang saksi yang
berbeda hanya dikarenakan datang secara berulang kali.

3% Al-Bazdawi, Ushdl Al-Bazdawi, him. 140.
% Lihat: Kasyf al-Asrar, Juz 2, him. 320.
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Menurut Hanafiyyah, kafarat itu adalah hak Allah yang terbuka karena
keagungan-Nya. Kafarat bukan merupakan hak hamba, hanya saja hamba
dalam hal ini masakin mengambil rizkinya dari Allah yang berupa kafarat
sebagaimana zakat. Selain itu, pada hakikatnya pemberian makanan ditujukan
pada mereka yang kelaparan bukan pada mereka yang kekenyangan. Sebab
mungkin saja, dalam sehari 10 orang miskin, ada di antara mereka yang tidak
merasakan kelaparan.®’

Ibadah Haji gugur (tidak wajib) disebabkan oleh kematian. Menurut ulama
Hanéafiyyah bahwa kewajiban haji gugur disebabkan kematian dengan catatan
apabila mayit tidak berwasiat pada ahli warisnya. Jika berwasiat maka
hukum-nya wajib bagi ahli waris mengeluarkan (biaya) haji dari sepertiga

harta.® Mereka beralasan dengan firman Allah:

P aw be VIOl e Ol

Sedangkan menurut Al-Syafi’1, ahli waris wajib mengeluarkan (biaya)

haji dari sepertiga harta baik si mayit berwasiat atau tidak.40 Berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Ab0 Umamah bahwa Nabi Muhammad

bersabda:

Olales o) |l 20 o) 3ol Al anid L oDl i st dg Sl

Milwas o Losgs ola O) > Je culds 5L

“Barang siapa yang meninggal kemudian tidak berhaji dengan haji

Islam, tanpa ada kebutuhan yang jelas mencegahnya, atau sakit, dipenjara,

atau pemimpin yang zalim, maka hendaknya ia meninggal sebagaimana ia
mau dalam keadaan yahudi atau nashrani”

Al-Syafi’i berargumen, jika kewajiban haji gugur dan ditemukan

unsur kesengajaan si mayit untuk tidak melaksanakan haji, maka ia bebas dari

ancaman yang termuat dalam hadits tersebut.*? Hadits lain dari lbn Abbas:

371bid, Juz 2, him. 218.

38 Al-Qaduri, At-tajrid, Dar al-Salam, 2004, Juz4, him. 16.

% Lihat: Q.S. al-Najm, 62: 39.

401bid, Juz 4, him. 1641

41 Al-Turmudzi mentakhrij hadits ini dalam kitab Sunannya pada bab Haji.
42 1bid, Juz 4, him. 1644,
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Dalam hadits tersebut ada perintah untuk melunasi utang dan dalam
masalah ini haji menyerupai utang yang wajib dilunasi. Karena itu, haji harus
dilaksana-kan terlebih dahulu daripada melunasi utang.*®
Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, meskipun terdapat keserupaan
antara haji dan utang, tidak mengharuskan isytirak dalam setiap sifatnya.
Sebab masih terdapat masalah yang tidak termuat dalam hadits, yakni
tirkah.** Menurut Hanafiyyah, yang dimaksud dengan “utang Allah lebih
berhak untuk kamu tunaikan” adalah bahwa Allah lebih berhak menerima apa
yang kamu tunaikan karena kemaafan dan kemulyaan-Nya.*® Ketika mayit
tidak diketahui apakah meninggalkan harta atau tidak, bukankah utang yang
harus lebih diutamakan daripada haji, tidak sebaliknya. Melunasi utang lebih
utama daripada menunaikan haji. Hal ini disebabkan manusia lebih
membutuhkan pada hak-haknya sedangkan Allah Mahakaya dan memaafkan

keteledoran hambanya®

3.5 Aplikasi Konsep ‘Azimah, Rukhshah dan Raf’u Taklif terhadap Tuntutan
Pelaksanaan Ibadah Ketika terjadi Wabah Covid-19
3.5.1 Pelaksanaan shalat fadhu di rumah, jumatan diganti dengan shalat
dzuhur, tarawih dan i’ed di rumah
Pada saat terjadi wabah covid-19 seperti sekarang, ummat islam bervariasi
dalam melaksanakan tuntutan ibadah. Ada yang tetap melaksanakan ibadah
sesuai dengan ketentuan awal dan senantiasa mengejar keutamaan-keutamaan
(Azimah). Mereka lakukan shatat berjama’ah dimesjid, melaksanakan jumata
dan tarawihan dimesjid secara berjamaah. Ada pula diantara ummat islam yang

menjadikan covid-19 ini sebagai illah/alasan diperbolehkanya berpindah dari

4 1bid, Juz 4, him. 1644.
4 1bid, Juz 4, him. 1644.
“51bid, Juz 4, him. 1644.
46 1bid, Juz 4, him. 1645.



19

hukum ‘Azimah ke Rukhshah, sehingga mereka melakukan semua aktivitas
peribadatan dirumah.

Azimah atau Rukhshah yang lebih utama? Dalam hal ini di antara fugaha
berbeda pendapat sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut penulis, keutamaan
dalam hal ini ditentukan oleh seberapa besar mashalahat dan mafsadat yang
ditimbulkan bagi manusia. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan pernyataan

yang dinisbatkan al-Ghazali, melalui “1zzu al-Din ibn “Abd al-Salam,*’

e azald) Flall 5 Je olelll fail of
Semakna dengan apa yang dikatakan al-Qarafi dalam al-Dakhirah48:

b)) e azall éLaL\ 8 Je J,Jaéj\ Kl
Ketika pemerintah atau otoritas tertinggi ummat islam di suatu wilayah telah
menetapkan ketentan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah
ketika terjadinya wabah covid-19, maka semua ummat islam harus

mematuhinya. Hal ini sesuai dengan kaidah:
UL iy (S S
3.5.2 Kewajiban Umrah dan Hajji Ketika Terjadinya Covid-19
Tuntutan hukum untuk menunaikan ibadah umrah dan hajji menjadi gugur
ketika terjadi wabah Covid-19, dengan demikian apabila seorang mukallaf sudah
istitha’ah untuk melaksanakan ibadah umrah/hajji tapi ternyata pelaksanaanya
bersamaan dengan terjadinya wabah, maka baginya gugur kewajiban umrah/hajji dan

bila ia meninggal sebelum datang musim berikutnya ahli waris tidak wajib

melaksanakanya.

47 Dalam banyak literatur, khususnya gawaid fighiyah ungkapan di atas disebut-sebut sebagai
ungkapan al-Ghazali dan/atau ‘lzzu al-Din ibn Abd al-Saldm yang mengikuti al-Ghazali al-lhya’,
namun sulit sekali dibuktikan karena sejauh penelusuran penulis terhadap al-lhya’ karya al-Ghazali
ataupun Qawa’id al-Ahkam karya al- ‘1zzu al-Din ibn Abd al-Salam tidak ditemukan.

48 Syihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qaraff, al-Dzakhirah, Ed. Muhammad Haji, (BeirQt: Dar
al-Gharb, 1994) juz 13, him. 357.
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4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bagian bagian sebelumnya, maka penulis
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1 ‘azimah adalah pelaksanaan tuntutan hukum yang dilakukan dengan
sempurna sesuai dengan ketentuan pokok dan secara keseluruhan
menunculkan kemashlahatan bagi mukallaf, rukhshah adalah pelaksanaan
tuntutan hukum dengan cara mengurangi dari ketentuan pokok karena bila
dilakukan secara sempurna mukallaf akan mengalami kerusakan pada tingkat
haji (al-masaqqah), dan raf’u taklif adalah bebasnya mukallaf dari tuntutan
dan saknsi hukum dikarenakan pelaksanaan tuntutan hukum akan
menimbulkan kerusakan bagi mukallaf pada tingkat dhartri/dhartirat.

4.2 Pelaksanaan tuntutan ibadah ketika terjadi wabah Covid-19 dapat
dikategorikan kedalam dua kategori: a) pelaksanaan shalat berjamaah di
masjid menjadi di rumah, jumatan menjadi shalat dzuhur di rumah, shalat
tarawih dan ‘ied di rumah adalah bentuk perubahan pelaksanaan tuntutan
hukum dari ‘azimah ke rukhshah; b) tuntutan hukum untuk menunaikan
ibadah umrah dan hajji menjadi gugur ketika terjadi wabah Covid-19, dengan
demikian apabila seorang mukallaf sudah istitha’ah untuk melaksanakan
ibadah umrah/hajji tapi ternyata pelaksanaanya bersamaan dengan terjadinya
wabah, maka baginya gugur kewajiban umrah/hajji dan bila ia meninggal
sebelum datang musim berikutnya ahli waris tidak wajib melaksanakanya.

4.3 Menentukan mana yang lebih utama pada saat menilih mengamalkan antara
‘azimah atau rukhshah ditentukan oleh seberapa besar mashalahat dan
mafsadat yang ditimbulkan bagi manusia.

4.4 Ketika pemerintah atau otoritas tertinggi ummat islam di suatu wilayah telah
menetapkan ketentan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah
ketika terjadinya wabah covid-19, maka semua ummat islam harus

mematuhinya.
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